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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA.Sdn

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :  

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh

pabrik,  tempat  kediaman di  Kabupaten Lampung Timur,

Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14

Juni  2021 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Sukadana

Nomor Register 1010/SKH/2021/PA.Sdn tanggal  16 Juni

2021, memberikan kuasa kepada Indra Syahfri,S.H, yang

berkantor  di  Jalan  Lintas  Timur  Islamic Center  No.  496

Dusun  3  RT.19.RW.08.  Desa  Muara  Jaya,  Kecamatan

Sukadana,  Kabupaten  Lampung  Timur, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur  36 tahun,  agama Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan buruh

pabrik,  tempat  kediaman di  Kabupaten Lampung Timur,

Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang

terdaftar  secara  e-court  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada

tanggal 16 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA.Sdn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri  yang sah Menikah

Pada hari Jum'at tanggal 02 bulan Maret tahun 2012  di Hadapan Pejabat

Kantor  Urusan  Agama   Kecamatan   Marga  Sekampun,  Kabupaten

Lampung  Timur  sebagaimana  tertera  dalam  Buku  Kutipan  Akta  Nikah

No.037/01/III/2012. tertanggal 05 Maret 2012; 

2. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas

dasar  senang  sama  senang,  Penggugat  bersetatus  Perawan,  Tergugat

bersetatus Jejaka;  

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah

di Serang sampai pisah rumah;    

4. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah campur  sebagaimana layaknya

suami  istri,  dan  telah  dikaruniai  Keturunan  2  Orang  anak  bernama :  1.

SHAKILA ADELIA RAMADHANI  berumur  9  tahun.  2.  ZEIN EL FATHAN

beumur  6  bulaan;   kedua  anak  tersebut  saat  ini  ikut  dengan

Penggugat.            

5. Bahwa semula  Rumah tangga antara  Penggugat  dan Tergugat  rukun

dan harmonis,  tetapi  sejak  awal  bulan  Januari  tahun  2017  mulai  terjadi

pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat  adapun

yang menjadi  penyebabnya yaitu,  Tergugat  menjual  sepeda Motor tanpa

sepengetahuan Penggugat, uang hasil penjualan motor habis tidak karuan,

Tergugat  juga jarang memberi  uang untuk  belanja rumah tangga,   sejak

saat itu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;  

6. Bahwa puncak pertengkaran  antara Penggugat dengan  Tergugat terjadi

pada  Awal  bulan  Mei  2021  adapun  penyebabnya  yaitu,  Tergugat  tidak

pernah memberi uang untuk keperluan rumah tangga serta keperlua anak,
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semua  keperluan  biaya  rumah  tangga  serta  biaya  keperluan  anak

Penggugat yang mengadakanya, Tergugat juga suka marah tidak karuan

bila  marah  Tergugat  sering  memukul  badan  penggugat  akhirnya  terjadi

pertengkaran yang cukup hebat antara penggugat dan Tergugat,  setelah

bertengkar  Penggugat  pulang  kerumah orangtua  Penggugat,  sedangkan

Tergugat  Pulang  kerumah  orangtuanya  Tergugat   sehingga  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah  rumah,  hingga  saat  ini  sudah

berjalan  kurang  lebih  1  bulan  15  hari   lamanya  dan  sudah  tidak  salng

memperdulikan lagi;  

7.  Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat  tetapi  tidak  berhasil,  Maka berdasarkan hal-hal  tersebut  diatas

mohon kiranya pada Ketua Pengadilan Agama Sukadana, melalui Majelis

Hakim  yang menangani perkara ini, kiranya  dapat  memutus  perkara  ini

sebagai berikut.

P R I M A I R.

1.---------------------------Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

2.---------Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (NUR LAILI binti DUL HALIM). 

3.-------------------------------------Menetapkan Biaya perkara  Menurut Hukum.  

S U B S I D A I R.

-  Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain,  mohon putusan yang

seadil-adilnya

Bahwa pada hari  persidangan yang telah  ditetapkan  Penggugat yang

diwakili  Kuasa  Hukumnya  hadir  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat tidak

pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

sah  untuk  hadir  di  persidangan,  meskipun  berdasarkan  Relaas  Panggilan

ternyata Tergugat telah dipanggil  secara resmi dan patut dan ketidakhadiran

Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;
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Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  maksimal  melakukan  upaya

perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan

Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut

tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa  berhubung  pihak  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan

sehingga  perdamaian  melalui  prosedur  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup  untuk  umum kemudian dibacakan

surat  gugatan  Penggugat  yang  terhadap  isi  dan  maksudnya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  tidak  dapat  didengarkan

jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

           Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.---------------------------------------------------------------------------------Bukti Surat.

1.1 Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat NIK

1807246308920003 tanggal 31-12-2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung

Timur,  telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti

P.1); 

1.2 Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 037/01/III/2012, tanggal  05

Maret  2012,  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Marga Sekampung,  Kabupaten Lampung

Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti

P.2);

2.---------------------------------------------------------------------------------Bukti Saksi.
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Saksi 1, Robiyah binti Tayib, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani,  bertempat tinggal  di  Dusun VI,  RT.020 RW.018,  Desa

Peniangan,  Kecamatan  Marga  Sekampung,  Kabupaten Lampung  Timur,

Lampung,  saksi  adalah  Ibu  Kandung  Penggugat,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;  

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;  

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan

dan jejaka;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah kontrakan di Serang sampai dengan mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini  rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa  perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan Tergugat

terjadi sejak Januari tahun 2017;   

- Bahwa  penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  adalah  karena  Tergugat  menjual  sepeda  Motor  tanpa

sepengetahuan  Penggugat,  uang  hasil  penjualan  motor  habis  tidak

karuan,  Tergugat  juga  jarang  memberi  uang  untuk  belanja  rumah

tangga;  

- Bahwa saksi  pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat

bertengkar ;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

Mei 2021 yang lalu ;  

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi ;  
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- Bahwa  selama  pisah  Tergugat  tidak  pernah  datang,  dan  tidak

pernah  lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah

tidak memperdulikan Penggugat  lagi;  

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pernah  diusahakan

perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Saksi  2,  Nasarudin  bin  Dul  Halim, umur  25 tahun,  agama  Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Petani,  bertempat tinggal di  Dusun VI,  RT.020

RW.018,  Desa  Peniangan,  Kecamatan  Marga  Sekampung,  Kabupaten

Lampung  Timur,  Lampung,  saksi  adalah  adik Kandung  Penggugat,  di

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;  

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri;  

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan

dan jejaka;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah kontrakan di Serang sampai dengan mereka berpisah;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini  rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa  perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan Tergugat

terjadi sejak Januari tahun 2017;   

- Bahwa  penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  adalah  karena  Tergugat  menjual  sepeda  Motor  tanpa

sepengetahuan Penggugat,  dan  Tergugat  juga jarang memberi  uang

untuk belanja rumah tangga;  

- Bahwa saksi  pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat

bertengkar ;  
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

Mei 2021;  

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi ;  

- Bahwa  selama  pisah  Tergugat  tidak  pernah  datang,  dan  tidak

pernah  lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah

tidak memperdulikan Penggugat  lagi;  

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pernah  diusahakan

perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan membenarkan;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  dalam  kesimpulannya

secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan

tetap  pada  gugatannya  serta  memohon  agar  Pengadilan  Agama  Sukadana

menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  posita  angka  1  (satu),  Penggugat

mendalilkan, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan

cara Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama  Sukadana  berwenang

menenerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang,  bahwa berdasarkan dalil  permohonan  Penggugat  yang

menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama  Kecamatan  Marga  Sekampung Kabupaten  Lampung  Timur,  dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor 037/01/III/2012, tanggal 05 Maret 2012, dan belum

pernah bercerai, maka sesuai Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai

legal standing untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim menilai,  perkara ini  dapat diterima dan dilanjutkan

pemeriksaannya di Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) R.Bg

dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  juncto  Pasal 138

Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut;

Menimbang,  bahwa  atas  panggilan  tersebut  Penggugat  hadir  di

persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak hadirnya tersebut tidak

disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka  sesuai  dengan  ketentuan

Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara  a quo

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim telah  memeriksa  syarat  formil  dan

materil  Surat  Kuasa Penggugat,  berupa kartu  tanda pengenal  advokat  yang

masih  aktif  dan berita  acara  sumpah advokat  dan isinya berupa pemberian

kuasa  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  kesusilaan  dan  ketertiban

umum,  maka  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  surat  kuasa  Penggugat

tersebut  telah memenuhi  syarat  formil  dan materil  sesuai  dengan ketentuan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran

Mahkamah Agung  RI  nomor  6  Tahun  1994  jis.  Pasal  3,  4,  dan  5  Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal

147 ayat (1) R.Bg., Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat,  oleh  karenanya  Kuasa  Hukum Pemohon  diizinkan  beracara  untuk

membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;
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Menimbang,  bahwa  selanjutnya  mengenai  gugatan  cerai  Penggugat,

Majelis  Hakim  dalam persidangan  telah  mengupayakan perdamaian dengan

sungguh-sungguh  dengan  cara  memberikan  saran  dan  nasehat  kepada

Penggugat agar bersabar  dan rukun kembali  dengan Tergugat, sebagaimana

ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan  Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,

maka  perkara  a  quo tidak  dapat  dilaksanakan  mediasi  sebagaimana  diatur

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus

orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun

telah dipanggil  dengan resmi  dan patut,  sedangkan ketidakhadiran Tergugat

tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan

ketentuan Pasal  149 ayat (1) Rbg. perkara a quo dapat diperiksa dan diputus

tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai

Gugat terhadap  Tergugat  pada  pokoknya  adalah  karena  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena  Tergugat  menjual  sepeda  Motor

tanpa  sepengetahuan  Penggugat,  uang  hasil  penjualan  motor  habis  tidak

karuan, Tergugat juga jarang memberi uang untuk belanja rumah tangga serta

antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2021;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim

berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan

menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja

tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya
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pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut. Berdasarkan

dalil  syar’i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan

Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis

4412, Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  hakim  Islam
kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim
dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin

Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu‘in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004)

halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Artinya: Hakim  boleh  memutus  perkara  atas  orang  yang  tidak  berada  di
tempat  atau  dari  Majelis  Hakim,  baik  ketidakhadirannya  itu
bersembunyi  atau  enggan  (selain  perkara  pidana),  apabila
Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat tidak menyatakan
kehadirannya dan membuktikan keberadaaannya;

Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  pernah  hadirnya  Tergugat  di

persidangan, yang berarti  Tergugat telah mengakui  dalil  gugatan Penggugat,

namun oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian sesuai ketentuan

(lex  spesialis)  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat

tetap dibebankan bukti-bukti yang cukup terhadap dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat

telah  mengajukan  alat  bukti  yang  selanjutnya  Majelis  Hakim

mempertimbangkannya sebagai berikut:
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Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  (Fotokopi  KTP  atas  nama  Penggugat)

merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

aslinya,  sesuai  Pasal  285  R.Bg  juncto Pasal  1870  Kitab  Undang-Undang

Hukum Perdata yang  isinya  menjelaskan  tentang  tempat  tinggal  Penggugat

yang berada di  Kabupaten Lampung Timur,   sehingga bukti  tersebut   telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  serta  memiliki  kekuatan  pembuktian

sempurna dan mengikat. Dan sesuai dengan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terkakhir dengan  perubahan Kedua

dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 Tentang Peradilan   Agama,

maka  Pengadilan  Agama  Sukadana  berwenang  memeriksa  dan  mengadili

perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti  P.2 (fotokopi  kutipan akta nikah)  merupakan

fotokopi  akta  autentik,  telah  bermeterai  cukup  dan  cocok  dengan  aslinya,

sesuai  Pasal  285  R.Bg  juncto Pasal  1870  Kitab  Undang-Undang  Hukum

Perdata yang isinya menjelaskan tentang adanya perkawinan yang sah antara

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut  telah memenuhi syarat formil

dan  materiil  serta  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat.

Berdasarkan  bukti  tersebut  Majelis  Hakim menilai,  Penggugat  dan  Tergugat

terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah seingga  Penggugat memiliki

legal standing dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat  yang

merupakan saksi  keluarga atau orang-orang yang dekat  dengan para  pihak

sebagaimana  dimaksud  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989  juncto Pasal  22 ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975,

serta di bawah sumpah telah memberikan kesaksiannya di persidangan sesuai

dengan ketentuan pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat

tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksian

yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, berkaitan dengan

dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung

oleh para saksi, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309
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R.Bg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  maka  Majelis

Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan

keterangan  para  saksi,  Majelis Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah

pada  02 Maret 2012, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun

dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena  Tergugat  menjual

sepeda Motor tanpa sepengetahuan Penggugat, uang hasil penjualan motor

habis tidak karuan, Tergugat juga jarang memberi uang untuk belanja rumah

tangga;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2021,

dan  selama  pisah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak

menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat  dengan

Tergugat  namun  tidak  berhasil,  pihak  keluarga  sudah  tidak  sanggup  lagi

merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  perkawinan  menentukan  bahwa  untuk  melakukan  suatu

perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup

rukun sebagai  suami  istri  dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Selanjutnya  dalam  Pasal  19  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  juncto Pasal  116 Kompilasi  Hukum lslam

(KHl) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan
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pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi

untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti

bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

rumah  sejak  Mei  2021  dan  pihak  keluarga  telah  berupaya  merukunkan

Penggugat  dengan  Tergugat  namun  tidak  berhasil.  Selain  itu  juga  selama

dalam  persidangan  Majelis  Hakim  sudah  berusaha  maksimal  menasihati

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin

bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di  persidangan, di  mana antara

Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah,  tidak  berada  lagi  dalam  satu

kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri

lagi  yang  telah  berlangsung  sejak  Mei  2021  hingga  sekarang,  di  antara

keduanya  tidak  saling  menghiraukan  lagi.  Hal  tersebut  telah  menunjukkan

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai

representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis

Hakim  bahwa  fakta  tersebut  di  atas  patut  dinyatakan  telah  bertentangan

dengan nilai-nilai  yang terkandung dalam Pasal  1  Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak

dapat  lagi  mewujudkan  kebahagiaan  yang  kekal  lahir  batin  dalam

perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin

yang kuat (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam

sebuah  rumah  tangga,  sudah  tidak  saling  mencintai  dan  tidak  saling

membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum

ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  juncto Pasal 116
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huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam  ditegaskan  bahwa  perceraian  dapat  terjadi

karena  alasan  antara  suami  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga

tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat

dinyatakan  telah  terjadi  perselisihan  jika  hubungan  antara  pasangan  suami

isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi.

Dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi,

menunjukkan bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak lagi  saling

percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri

yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah

tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis

Hakim telah berupaya secara maksimal  menasehati  Penggugat namun tidak

berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.  Dengan

demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin

atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena

itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit

untuk  menciptakan  keutuhan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah dan

rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan

atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun

sebagai  suami  istri  yang  merupakan  unsur-unsur  terpenuhinya  alasan

perceraian  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  ketentuan  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak

hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup
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berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian

sesuai  dengan  maksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim  menilai  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  harus

dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi  ikatan lahir  batin,  kemelut

dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatagorikan sebagai

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan,

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur’an Surat al-

Ruum ayat  21  serta  pasal-pasal  dalam perundang-undangan  yang  berlaku,

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal

3  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu  untuk  menciptakan  rumah  tangga/keluarga

yang  sakinah,  mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan

lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  memaksakan  Penggugat  dengan  Tergugat  untuk

hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada

ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang

lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang

terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam

termasuk di dalamnya sebuah perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam

arti  untuk  kebaikan,  keselamatan  dan  kebahagiaan  manusia  baik  di  dunia

maupun  di  akhirat.  Sehingga  bila  bertentangan  antara  mafsadat  dengan

manfaat,  maka  yang  lebih  utama  adalah  menjauhkan  mafsadat  daripada

mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul

Fikih  yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki  dalam kitab Al-Asybah wa An-
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Nazhair  (Beirut:  Dar  Al-Kutub  Al-Ilmiyyah,  1991)  jilid  I  halaman  105,  yang

berbunyi:

Artinya: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang,  bahwa  Ahli  Fikih,  Wahbah  Az-Zuhaili  mengutip  dan

menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa

Adillatuhu  (Beirut:  Dar  Al-Fikr,  1985)  jilid  VII  halaman  527,  yang  kemudian

Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih  pendapat  tersebut  menjadi

pendapat Majelis, menyatakan:

Artinya: Pemisahan  (suami-istri)  boleh  dilakukan  bilamana  disebabkan
perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian,sehingga
kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi
petaka dan bencana,  sesuai  sabda Rasulullah saw.:  “Tidak boleh
berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal
tersebut, maka si  istri  (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim
(Pengadilan  Agama).  Jika  kemudaratan  dan  kebenaran  (dalil)
gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut
dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka
gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  alasan  perceraian  yang  didalilkan

Penggugat  dalam  surat  permohonannya  dinyatakan  terbukti  dan  beralasan

hukum sesuai  dengan maksud Pasal  39 ayat  (2) Undang–Undang Nomor 1

Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo. Pasal 116  huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan

Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan

dijatuhkan  terhadap  Penggugat,  Majelis  Hakim  memandang  perlu  untuk

mengutip  dalil  syar’i yang  terdapat  di  dalam  Kitab  al-Fiqh  al-Islami  wa
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Adillatuhu,  karangan  Wahbah  al-Zuhaily,  Juz  VII,  halaman  529,  yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

لن        بائن؛ طلق للشقاق القاضي يوقعه الذي الطلق

تمكن           رجعياً الطلق كان إذا لنه به؛ إل يزول ل الضرر

الضرر         إلى والعودة العدة، في المرأة مراجعة من .الزوج

Terjemahnya:  Talak  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  berdasarkan  alasan

pertengkaran  adalah  talak  ba’in,  karena  kemudaratan  hanya

bisa  dihindakan  dengan  menjatuhkan  talak  tersebut,  apabila

talak  yang  dijatuhkan  adalah  talak  raj’i,  maka  tentu

dimungkinkan  suami  untuk  rujuk  kembali  kepada  istrinya,

dengan  demikian  juga  terbuka  peluang  akan  kembali  terjadi

kemudaratan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar’i

di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum

Islam  yang  menentukan  bahwa  perceraian  yang  didasarkan  atas  putusan

pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  berdasarkan  fakta  di  persidangan,

antara Penggugat  dengan Tergugat  selama ini  masih terikat  tali  pernikahan,

belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan  syar’i dan yuridis di

atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain

shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba'in  sughra  merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor

7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  maka  seluruh  biaya  perkara

dibebankan Penggugat;
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Mengingat  pasal-pasal  dalam perundang-undangan  yang  berlaku  dan

dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sugra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sebesar Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian  putusan ini dijatuhkan  dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari  Kamis tanggal  01 Juli  2021

Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  21  Dzulkaidah  1442 Hijriah,  oleh  kami,

Fatkul Mujib, S.H.I. sebagai Ketua Majelis,  Rifqiyatunnisa, S.H.I. dan  Intan

Miftahurrahmi,  Lc.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  berdasarkan

Penetepan  Majelis  Hakim  Nomor  1187/Pdt.G/2021/PA.Sdn  tanggal  24  Juni

2021. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama

dibantu  oleh  Sawaludin  Wahid,  S.Ag sebagai  Panitera  Pengganti  dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

 

Fatkul Mujib, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota
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Rifqiyatunnisa, S.H.I. Intan Miftahurrahmi, Lc.
Panitera Pengganti

Sawaludin Wahid, S.Ag
Perincian biaya :

-  PNBP : Rp 60.000,00

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00

-  Biaya Panggilan : Rp 750.000,00

-  Biaya Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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